BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam konteks global saat ini upaya m

menjudi salah satu agenda wiama dalom &

nperjuangkan kesetarnan pender telah
asasi monusia internasional, su
b krusial yang di akui
lanjutan. Organisasi-

wstedt, 20014, p. 95).
il Comvention on the
Suppression and Punisfmaont o icle 11, Bagian i (C) juga
menjeluskan bahwa merupakian :
“Setiap tindakan legislatif dan tindakan lain yang diperhitungkan untuk
mencegah suatn kelompok res atan kelompok s don partisipasi dalam
kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara dan penciptaan kondisi
yang disengaja untuk mencegah perkembangan penuh kelompok atau kelompok
tersebut, khususnya dengan menolak hak asusi manusia dan kebebasan dasar



dan kebebasan, termasuk hak untuk bekerja, hak untuk membentuk serikat
pekerja vang diakui, hak untuk pendidikan, hak umtuk menmpggalkan dan
kembali ke negara mereka, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak untuk
kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, hak atas kebebasan berpendapat dan
berekspresi, dan hak hak atas kebebasan berkumpul dan berserikoi secara
damai” (United Nati )

. 336). Lebih jauh Karima Bennoune '

itu sendirt, hal ini mengs
26)

Adghanistan merupakan salah satu negara vang mengalami isu  Gender
Apartheid vang parah, terutama saat Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021,
dengan  mendeklarasikan kembali Islwmic Emirste of Afghanistan (IEA) dan
membentuk  kembali otoritas de fuceo Taliban. Pemerintahan oe facto Taliban
digambarkan bekerja dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak dapat di prediksi



melalu badan-badan represif seperti Direktorat jenderal Intelejen Taliban (EUAA,
2023, pp. 17-19).

Kondisi kembalinya Taliban ini, di laporkan oleh PBB dalam laporan khusus
PBB terknit Hak-nsasi Manusia, bahwa terjadinyn pelanggaran sistematis yang di
berlakukan oleh Taliban terhadop perempuan Afghonistan. yang di koeteporikan

sebagar Gender Apartheid, dimana Hl menggambarkan  kondisi krisis

perempuan Afghanisti yany: terpajoki pada peran geider tradisional (USIP, 2023),
Pakar PBE juga mgu@'hﬂu%ﬁpﬂﬂhﬁd diz\.ﬁnmslﬂ.n bukan hanya
MSRInEkinnu BRI R ke Bl boSkg Blela inkan. berupa
uw=mﬂmi;ywﬁ:ﬂmni oleh jutann perempunn dan anak Perenpian
tetutama di Afhanistan. Dalim konteks ini, kermmmld sepenubnya
memahami péran niat, ideologi, hingga pelembagasn dalam re2im Taliban, yang
merubah struktur sosial yang cenderung mendiskriminas! perempuan (OHCHR.
2024).

Kum Gender Apartheid ini ferlihat jelas melalui berbagai kebijakan
tif yang di terapkan oleh Taliban, Human Riglits Watch melaporkan bahwa
lc!jldhyu perdekusi yvang menginear pérempusn dan anak ,FL‘I#HII yang di
her!;hhu melnlui berbagai keputusan  kelvjokan m&i“b ﬂﬂ.LIus hinggza
pen;,m ﬁm m:ldm membatasi  germk Mmm dﬁ;hnmsmn di
berbazai aspek kehidupan yang layak (Human a-mmﬁm UN Women juga
melnpom Hﬁp g}.k m = Taliban, '_: mistan bergulat dalam krisis
Kemanusinan ying !u.mpmg tindih, dimana smmw&km represif Taliban yang
mengarah pada otonomi, hak dan kehidupan sehariliori perempuan, dan anak
perempunn yang cenderung mendiskriminasi dan mengalami kemerosotan hidup

s

perempuan Afghamistan. 70 dekrit il diantoranya adalah larangan mengenyam
pendidikan lebih tinggpi, larangan bepergian tonpa mahram’ laki-laki, larangan
partisipasi dalam dunia Kerju, terdapatnva aturan berpakaian yang ketat dan wajib
mengenakan burga, hingga terbatasnya akses kesehatan vang dasar bagi perempuan,
anmak perempuan, bahkan kesehoatan ibu (LN Women Europe and Central Asia, 2024)



Kembalinya Taliban dengan menctapkan rezim represifiya, menyebabkan
kondisi ketidak stabilan yang nyata bagl perempuan di Afghanistan, dimana dalam
laporzn  United Nations menjelaskan bahwa  hanya  satu  persen  perempuan
Afphanistan yang merasa memiliki pengaruh i komunitns mereka, dan 18 %
melaporkan tidak pernah bertemu sekali pun dengan perempuan diluar kelunrga
mereka, Tidak hanya i :lisluim'mm ﬂﬂlﬁm Taliban jugs mengakibatkan
konsekuensi sangha mb rqmm w Mun bagi anak perempuan
mengakibatkan’ peningkaian mm anak ﬂdamclﬁ% dan peningkatan
angkn hﬂ#ﬂﬂ anak ﬂ ﬂﬂhﬂ'“ﬂcﬂr 459, Fdﬂ pl'hﬁ.pd.er PBB juga
mwﬁ‘ﬂt baliwa 1 Iwmmwm tidak bersekolah dan melarany lebih dari
lm ﬂw.'mpum melamjutkan  pendidikan hMMIm sehingga
berkorelosi deéngan meningkatnyn resiko kematian Thu setidaknyae 582 (United
Nations, 2024) Kondisi ini menetapkan terdupatnyn kemerosolan yang signifikan di
mista :md'rbenyebnbknn Afghnlﬂatlm bernda padn wrtan ﬂnfﬁil}h«!l“ yang

lnnﬁﬁ ‘kcmerusmun tersebut menciptakan k&i&W‘Qﬂhg @mﬂm dan
pamhd;lnm akses dan kesempatan perempuan dn.u w vaig bervariasi di
berbagai mh.j.ﬂ; i Aw yang umnmhp- j:uhﬁn :Hm partisiposi
peTenpuan ﬁhm “angkata ipdn., ukses pendidikan hingga keterlibatan dalam

i ; m Mh knmpm ini 'F.omumms Intermasional
mentnjuekan suljdum.us dmg:m perempunn dWankm Gender Apartheid

sebagai  kejahatan  dalam m m m'l.mg kejahatan  terhudap
kemanusisan. Untuk itn Dalam menghadapi tantangan ind Undted Navtions Eniity for

Gender Equality amd the Empowerment of Women (UN Women) sebagal lembaga

pengambilan k

PBB yang berfokus peda pemberdayaan perecmpuan dan anak perempuan, sejok
kembalinya Taliban pada tabun 2021 berupaya untuk menjalankan program-program
yang mendukung hak-hak perempuan di Afghanistn. Penelitian terdahulu Azizah &
Ahsana 2023 menunjukan bahwa dalam menangani permasaloban kemanusigan di



Afghanistan UN  Women disini  berperan  penting  sebagai  fasilitator  dalam
memfasilitasi forum-forum  perempuan Afponistan untuk  berbicars pada  pihak
intermasional terkmt situssi dan kondisi terkini di Afghanistan, UN Women juga
berperan penting dalam mengadvokasi penanggulangan permasalahan kemanusisn di
Afghnnislﬂ.n {Azizah & Ahsana, 2023, p 141) UN Women jugn berperan pent'mb

beniuk dlﬁkuﬂm ierhm mﬂ. UW 'Mam dmm berupaya  wniuk
meningkatkun prescatadi kesadarn perempuan "Hmﬂ_{’ ‘pengefabuan dan Hak
merekn untuk mwmm bidang ekonumi,tmm sosial. (Shamimi,
:tgf,%.p. 13) Tidak Hanya itu UN Women jigi 1
hL'fw i Afphanistan dengsgn menyusun {.rm:fﬂr ;thmf,, w alat yang
menm_ﬂntm kemanusioan yang mengeambarkan Icﬂndiﬂ. mhjﬂbﬂ.
terkait perkembangan situasi dan rekomendasi terkait panduan pﬂaﬂn kebutuhan
mnﬁﬁnm dapar digunakan oleh lembaga pelaksana dalam prakiik pemulihan
diskriminasi di Afghanistan (Nurfitriant & Bintasari, 2023, pp. 122-123)

Mamun dalam Efektivitasnyd mengstusi Gender W'Indﬁm Woanen
aengalau h.amhatan yang signifikan tidak hnnn il't .i{ﬁum----meh faktor

dari |deulub| vang di tﬂ:huﬂ;n.n Tahl:ra.n &t hemm:n.ru_ Terdapatnya juga
tantangan strukieral dari mm m ilpng menunjukan akar dari
penyampingan partisipasi perempuan dalam politik dan implementasi hukum dari
doktrin Taliban yang tidak terbuka pada kasus diskriminast gender, tidak hanya itu
UN Women juga mengalami hambatan dari ketidakstabilan polink dan konflik
bersenjata pusca Talibun berkunsa Kembali tahun 2021, dan hal ini tentu menghambat

program UN Women, (Al Arigi, 2024, p. %) Hambatan dori organisast Internasional
sendiri juga di perparnh dan dokirin Taliban yang menciptakoan ideologi patrinrki



pada Afghanistan, hingga perempuan mengalamn kesulitan yang signifikan dalam
menduduki pemerintahan apalagi membentuk kebijukan vang condong memerhatikan
kondisi perempuan. meskipun dalam 20 tahun terakhir perempuan sudah sedikit
mendapatkan hok mereka pasca kekuasaan Taliban di gulingkan, Hal tersebut di
hancurkan kembali oleh Taliban sant kembali berkuasa pada tahun 2021, dengan

menciptukan pembatasan mobilitas dnu.,t b kepada perempuan (Singh, 2023,
p. 37) Kedua hmﬂm aj'nng ;hm oleh M& terdahulu menggambarkan
dengan jelas I;-pimum kum;ﬁm ﬁﬂ*ﬂﬁ:mm yang menghadap tantangan besar
untuh menjalankan mandat perlingdungin perempuan dan memulitkan hak-hak dasar
merekn.

Akan tetapi apabila melihat lebih jaub rerkait pleksits Gender Apartheid
pm‘mn ‘i Afghanistan, bebernpa perempuan ku‘ip w Retimpangan
struktumml dan identitas majemul. Hal ini di tandai dengan hnm perempuan di
Afﬁh.nmmn kelompok yang homogen. Mereka datang dari litar belaking yang
berbedi-beda, yang tentu memberikan perbedan  dalam pmgnlmm cmereka
terdiskriminasi. Peneliti menyorotkan perbedann ini kepada perempuan dari etnis
Hazara vang berngma syioh yong mengalami dlskm \F‘ll!ﬂ oleh Taliban.
Mereka telah lama mengalami kekerasan sistemik, manginalis mmpmgmmyan
nganﬂ,%kl;mum mm#' suki hmmml sajuﬁ perbudakan,
Wﬂmmm penculikan, kwm hingga pembersihan
enis (Naeemi, 2024, p, 30), Taliban juga sccars sistemari
represif dan  mengeksekusi 2,000 h.'lIL]._q.!',.I.l 000 Jmfa sipil Hazara dengan
menggeledah rumah mereka sa m"ﬁlﬂﬁn m{ﬂlfkﬂ! witrga Hizara dan
kemudian menpeksekusi mereka di depan keluargs mereka. Perempuan-perempuan

Hazara diperkosa dan diculik selama serangan i, dan menjadikan mereka sebagai
Kaniz (Pembanitu) untuk misili merekn. (Hakimi, 2023, p. [165). Pengalaman dar
perempian Hazara membentuk kategori sosiol yeng unik dalom kasus Gender

Apartheid oleh Taliban. Perempuan menjadi sasiran atas gender, etnis, dan agama



mereka oleh karena ite, diskusi tentang apartheid gender Taliban perlu menangkap
titik temu kerentanan dari perempuan Hazara (Just Security, 2024)

Melihar dari kompleksitas vang dimiliki oleh perempuan di Afghanistan, baik
dari nspek sosial, ekonomi, etnis, agama, hingga kondisi geografis tempat tinggal
menjadi penting uniuk digunakan dalany entuk-benuk diskriminasi yang
merekn alami. 1 i

. perempLan danh’ehmpnk Minoritas s
senai hok asasi manusia, termasuk hak peremy
iy I ﬂ{eﬁﬂmm kerja

#i-%ebijakan UN mmhm



1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas peneliti menguraikan pertanyaan terkait
“Mengapa LN Women mengalami kendals dalam mengatnsi Gender Apartheid di




1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Memperkaya literatur teckait Kondisi dan kompleksitas Gender Apartheid di

Afphanistan  pasca Taliban  berkuasa, denpan  menggunakan  perspektif

interseksionalitas

BAB II : Pada bab ini p:mlml’mnin'ssnw Interseksionalitas
yang di gunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis pada penelitian ini. Selain
itw, peneliti juga memaparkan beberapa penelition terdahuly yang relevan dan
akun di gunakan peneliti sebagai acusn penelition ini, terakhir penulis
merancang kerangka pemikiran sebagai landasan srah penelitian ini.



BAB II : Pada bab im penchiti memaparkan metode penelitian yang akan
peneliti gunakan vakni metode penelition Kualitatif Deskriptif dan Normatif,
dengan metode Teknik pengumpulan data sekunder berbasis studi kepustakaan
(Library research). Teknik Analisa dota yang peneliti gunakan adalah analisis
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